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ABSTRAK 

Muhammad Aldi Elfandi Rahman. 180102030363. Kewenangan Kelurahan 

dalam Mengeluarkan Surat Izin Keterangan Mudik (SIKM) Perspektif 

Hukum Tata Negara. Skripsi. Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. 

dan (II) Ergina Faralita, S.H., M.H. Program Studi Hukum Tatanegara, 

Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. 

Kata Kunci: SIKM, Kewenangan Kelurahan, Hukum Tata Negara. 

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 melarang 

masyarakat mudik Hari Raya pada tahun 2021. Hal ini dituangkan melalui Surat 

Edaran (SE) No. 13 Tahun 2021. Terdapat pengecualian dalam larangan ini kepada 

beberapa pihak yang musti melakukan perjalanan mudik karena alasan tertentu. Jika 

pihak ini memenuhi ketentuan, maka mereka akan mendapatkan Surat Izin 

Keterangan Mudik (SIKM) yang dikeluarkan oleh kelurahan.  

Penelitian ini bertujuan mempelajari ketentuan penerbitan SIKM 

sebagaimana diatur dalam SE No. 13 Tahun 2021. Kata ‘ketentuan’ di sini 

mencakup pemegang kewenangan pembuat SIKM dan syarat-syarat yang 

diperlukan untuk mendapatkannya. Penelitian ini juga menganalisis ketentuan 

tersebut dari perspektif Hukum Tata Negara. 

Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum 

yang mengandalkan bahan pustaka, khususnya, bahan hukum yang berkategori 

primer, sekunder dan tersier. Peneliti lalu menjabarkan dan menganalisis data-data 

yang didapatkan secara deskriptif-kualitatif. 

Peneliti menemukan bahwa Lurah/ Kepala Desa berwenang menerbitkan 

SIKM bagi pekerja sektor informal dan masyarakat umum nonpekerja, 

sebagaimana dinyatakan dalam SE No. 13 Tahun 2021, bagian G, poin ke-3, huruf 

c dan d. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SIKM dari pihak 

kelurahan, yaitu pengantar RT dan RW, pernyataan yang bertanda-tangan dan 

materai, Salinan KTP dan KK, alasan yang jelas dan keterangan negatif Covid-19. 

Ini terdapat dalam SE yang sama pada bagian G, poin ke-6. Alasan yang dapat 

diterima untuk mendapatkan SIKM dari kelurahan antara lain: Mengunjungi 

keluarga yang meninggal atau sakit, perempuan yang tengah mengandung atau 

pendampingnya dan perempuan yang akan melahirkan beserta pendampingnya. 

Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, pemberian kewenangan kepada 

Lurah untuk menerbitkan SIKM masih sesuai dengan pengaturan mengenai tugas 

dan fungsi kelurahan. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 73 Tahun 

2005 pasal 5 ayat 1, yang menyatakan bahwa kelurahan bertugas memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pelayanan dimaksud termasuk juga 

penerbitan surat-surat yang masyarakat perlukan, termasuk SIKM yang diatur pada 

tahun 2021. Dengan demikian tidak ada kerancuan atau pelanggaran ketatanegaraan 

dalam pemberian wewenang kepada kelurahan untuk pelayanan ini.  


